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Ringkasan Eksekutif 
 

ebijakan fiskal ekspansif yang selama ini dilakukan pemerintah seperti realokasi 

anggaran dan peningkatan defisit APBN tentunya telah berdampak dan dirasakan 

hasilnya oleh masyarakat. Namun, permasalahan ketimpangan yang tak kunjung usai 

menjadi sebuah pertanyaan baru kepada pembuat kebijakan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat 

sejauh mana realisasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi krisis 

selama pandemi dan bagaimana kondisi ketimpangan selama pandemi. Hasil pengamatan 

menunjukkan adanya realisasi PEN belum mencapai 50 persen dari total keseluruhan. 

Penggunaan anggaran tersebut masih berfokus pada pemulihan kesehatan. Pada pemulihan 

ekonomi, langkah yang ditempuh dengan pemberian insentif pajak pada pelaku Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) agar tetap hidup dan bertahan di tengah kesulitan. Selanjutnya, pada 

kondisi ketimpangan pendapatan yang terjadi berdasarkan data yang telah dihimpun adalah 

bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah belum memberikan efek penurunan ketimpangan 

yang terjadi. terjadi penurunan pada kuartal III namun hanya sebesar 0,001 poin. Peningkatan 

ketimpangan pendapatan terjadi di kota. Hal tersebut dikarenakan oleh sebagian besar 

masyarakat kota kehilangan pekerjaan karena perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) untuk strategi biaya operasionalnya.  
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UMKM  : Usaha Mikro Kecil Menengah 

 

 



5 
 

 

Pendahuluan  
 

ndonesia merupakan salah satu negara yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Fluktuasi kasus mengalami 

peningkatan setiap harinya dan berdampak pada setiap sektor, terutama sektor ekonomi. 

COVID-19 membuat melemahnya ekonomi pada sisi produksi sehingga terjadi penurunan 

pendapatan nasional. Menurunnya pendapatan nasional berakibat pada pembangunan ekonomi 

yang turun (Putri & Siladjaja, 2021).  

Tulisan ini akan membahas tentang ketimpangan dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di 

masa pandemi COVID-19, dengan menggunakan analisis berdasarkan studi literatur yang 

bersumber dari beberapa buku dan penelitian yang relevan. Pemerintah telah melakukan 

kebijakan untuk mengatasi dampak dari pandemi dengan melakukan kebijakan fiskal ekspansif. 

Sejalan dengan dampak pandemi yang makin dalam, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) 2020 menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target belanja negara 

meningkat menjadi Rp2.739,2 triliun akibat tambahan belanja untuk program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Program PEN mencakup belanja Public 

Goods sebesar Rp397,56 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, Kementerian/Lembaga 

dan Pemerintah Daerah, serta Non Public Goods sebesar Rp297,64 triliun untuk insentif usaha, 

dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pembiayaan korporasi (Bank Indonesia, 

2020). Kebijakan tersebut tentunya memiliki dampak pada bangkitnya perekonomian dan 

terhadap ketimpangan pendapatan. 

Langkah-langkah pemulihan telah dilakukan untuk mengembalikan kondisi perekonomian 

indonesia menjadi lebih stabil. Pemerintah menggunakan istilah pemulihan ekonomi nasional 

untuk mengatasi pandemi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, Program 

pemulihan ekonomi nasional atau PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan 

perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang 

I 
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dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi (COVID-19) dan/atau 

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem 

keuangan, serta penyelamatan ekonomi nasional . 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cerminan dan penilaian terhadap keberhasilan 

ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan baik apabila pemerintah dapat 

memaksimalkan sumber daya yang ada dan melakukan pengelolaan yang maksimal.   

Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara 

mengelola ekonomi yang potensial menjadi ekonomi yang riil melalui berbagai cara. Cara 

meningkatkan pembangunan ekonomi berupa penanaman modal, penggunaan teknologi, 

penambahan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan (Sihombing & Sihotang, 2021). 

Berbeda dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan proses 

perekonomian dalam negara secara berkesinambungan menuju ke kondisi yang lebih baik dalam 

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional 

(Yasin, 2020).  

Namun, di dalam pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi, pasti terdapat masalah 

kesenjangan. Pembangunan ekonomi secara nasional merupakan pembangunan agregat yang 

menjumlahkan pendapatan keseluruhan provinsi. Ada provinsi yang dianggap maju karena dapat 

mengelola dengan baik sumber dayanya, namun ada pula provinsi yang memiliki pembangunan 

ekonomi yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan ekonomi yang baik suatu negara 

belum tentu merepresentasikan pembangunan ekonomi daerahnya. 

Tidak seragamnya segala aspek dalam pengelolaan daerah merupakan hal yang paling terlihat 

menimbulkan kesenjangan (Saputra, 2021). Hal ini juga terutama terjadi di negara berkembang 

seperti Indonesia yang memiliki berbagai karakteristik wilayah yang berbeda. Kondisi geografis, 

sosial, dan ekonomi suatu wilayah dinilai menimbulkan kesenjangan. Hal tersebut 

mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

Besar kecilnya ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia digunakan untuk menilai 

kinerja suatu provinsi. Apabila pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

baik, maka dapat mengurangi ketimpangan antar provinsi tersebut melalui Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa. 

Sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi hal yang penting untuk 

meminimalisir permasalahan yang dihadapi.  

Lebih jauh, efektivitas alokasi dan transfer ke daerah serta dana desa mengalami peningkatan 

secara signifikan. Semula di tahun 2000, alokasi tersebut hanya Rp33,1 triliun, dan saat ini sudah 

mencapai Rp795,5 triliun sehingga dampak positif juga dapat dirasakan (Sindonews, 8/6/2021).  

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa alokasi dan transfer ke daerah 

digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar ketimpangan dapat 

teratasi. Penyerapan dana yang maksimal menandakan suatu daerah dapat mengelola 

anggarannya dengan baik.  

Pandemi COVID-19 yang datang pada awal tahun 2020 menjadi permasalahan tambahan selain 

kesenjangan pembangunan ekonomi. Masalah multisektor ditimbulkan oleh pandemi hampir 

terjadi di seluruh dunia. Junaedi & Salistia (2020) mengungkapkan variabel kasus pandemi, 

waktu paparan, jumlah penduduk, perbedaan kawasan, dan perbedaan status negara berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi negara terdampak. Menurut Nasution, Erlina, & Muda (2020) 

secara makro, pandemi juga membuat pasar lebih fluktuatif dan cenderung negatif karena 

sentimen investor yang rendah. Penelitian tersebut menggunakan 93 negara pertama yang 

ditemukan kasus COVID-19. Menurut Nasution, Erlina & Muda (2020), China merupakan 

negara yang paling cepat penyebaran pandeminya dan negara yang memberikan dampak pada 

perdagangan global. Melambatnya  ekspor migas dan non-migas Indonesia ke China juga cukup 

signifikan membuat perekonomian semakin surut.  

Terdapat banyak alat analisis untuk menghitung ketimpangan. Badan Pusat Statistik merilis 

berita tentang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia bulan Maret 2021. Pada 

bulan Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini 

Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio 

September 2020 yang sebesar 0,385 dan meningkat 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Ratio 

Maret 2020 yang sebesar 0,381. 
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Gambar 1. Perkembangan Gini Ratio Indonesia pada periode Maret 2018–Maret 2021 

 

Sumber: Berita Resmi, Badan Pusat Statistik (2021. 

Gini Ratio di perkotaan pada bulan Maret 2021 tercatat sebesar 0,401, naik dibanding Gini Ratio 

bulan September 2020 yang sebesar 0,399 dan Gini Ratio bulan Maret 2020 yang sebesar 0,393. 

Sedangkan, Gini Ratio di perdesaan pada bulan Maret 2021 tercatat sebesar 0,315, turun 

dibanding Gini Ratio bulan September 2020 yang sebesar 0,319 dan Gini Ratio bulan Maret 

2020 yang sebesar 0,317. 

Sejak tahun 2015, terjadi penurunan tingkat ketimpangan secara nasional sampai dengan bulan 

September 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kebijakan telah dilakukan baik dari 

sisi sosial dan ekonomi secara maksimal. Perbaikan tersebut tidak berlangsung lama setelah 

pandemi COVID-19 memasuki Indonesia. Ketimpangan yang diukur menggunakan Gini Ratio 

tersebut mengalami peningkatan pada bulan Maret 2020 dan kembali turun pada bulan Maret 

2021.  

Menurut ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen 

terbawah adalah sebesar 17,76 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada bulan Maret 

2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di 

perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,81 persen, yang berarti tergolong pada kategori 
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ketimpangan sedang. Sementara untuk perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,68 persen, yang 

berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, kajian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

kebijakan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana secara efektif dan bagaimana kaitannya 

dengan ketimpangan pendapatan, terutama ketimpangan pendapatan di desa dan di kota. Untuk 

itu, kajian ini akan menggunakan beberapa konsep, seperti pembangunan ekonomi, ketimpangan 

pendapatan, dan analisa realisasi pemulihan ekonomi nasional untuk menganalisis topik ini. 

Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana kebijakan pemulihan ekonomi nasional terlaksana? 

2. Bagaimana kaitan pemulihan ketimpangan pendapatan ketika pandemi? 

Metodologi Penelitian 
Kajian ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur merupakan 

penelitian yang dilakukan berdasarkan pengumpulan data atau karya tulis ilmah dengan tujuan 

pemecahan masalah bertumpu pada analisis kritis dan mendalam terhadap sumber pustaka yang 

relevan. Sumber yang digunakan antara lain; buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, internet, 

dan lain-lain (Ramanda, Akbar, & Wirasti, 2019).  

Studi literatur dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan kajian literatur tentang 

ketimpangan dan dasar pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya dalam analisis pembahasan 

akan dipaparkan mengenai kondisi ketimpangan terbaru dan pemaparan laporan penggunaan 

PEN selama 2021. Informasi yang akan diperoleh merupakan bersumber dari instansi Badan 

Pusat Statistik, Kementerian Perekonomian, situs web resmi COVID-19 di Indonesia, dan siaran 

pers media digital yang relevan. 

Kajian Pustaka  
Definisi pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang membuat adanya kenaikan pendapatan 

riil perkapita masyarakat suatu negara secara jangka panjang diringi oleh perbaikan sistem 

kelembagaan (Arsyad, 2017). Senada dengan definisi tersebut, Meier (1995) mengemukakan 

bahwa pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita suatu negara 
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dalam kurun waktu yang cukup lama. Asumsinya, tidak ada peningkatan jumlah penduduk yang 

berada di bawah garis kemiskinan absolut, serta tidak ada penambahan ketimpangan distribusi 

pendapatan. 

Tujuan pembangunan tentunya merupakan hal penting yang akan dicapai. Ada tiga tujuan inti 

pembangunan yang dikemukakan Todaro & Smith (2012). Tujuan tersebut antara lain 

peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok untuk kebutuhan 

hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan sosial dan ekonomi. Selain itu, 

pembangunan  memiliki indikator kunci. Terdapat dua indikator pembangunan yang 

diklasifikasikan, yaitu indikator sosial dan indikator ekonomi. Indikator ekonomi meliputi Gross 

National Product (GNP), laju pertumbuhan ekonomi, dan Gross Domestic Product (GDP) per 

kapita dengan Purchasing Power Parity. Indikator sosial meliputi Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan Indeks Mutu Hidup (IMH) (Kuncoro, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan satu dari sekian banyak kriteria dalam proses pembangunan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya mengelola peningkatan teknologi, penyesuaian ideologi, 

dan kelembagaan yang dibutuhkan. Sementara itu, cakupan pembangunan ekonomi meliputi 

adanya perubahan komposisi produksi, pola penggunaan dan alokasi sumber daya, perubahan 

distribusi kekayaan dan pendapatan masyarakat, dan perubahan kerangka kelembagaan secara 

menyeluruh. 

Menurut Kuznets dalam Todaro & Smith (2012), pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan 

kapasitas secara jangka panjang suatu negara untuk menyediakan kebutuhan penduduk. 

Sementara, menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses perekonomian 

dari sistem tradisional seperti pertanian hingga menuju sistem perekonomian yang modern, 

seperti industri manufaktur (Siregar et al., 2021). 

Berdasarkan pendapat ekonom klasik seperti Adam Smith, David Richardo, Thomas Malthus, 

dan Mill, serta ekonom neo klasik seperti Solow dan Swan, terdapat empat faktor yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain; 1) jumlah penduduk, 2) 

jumlah stok modal, 3) luas tanah dan kekayaan alam, dan 4) teknologi. Berbeda dengan 

Schumpeter, penyebab pertumbuhan ekonomi yang utama adalah proses inovasi dan jiwa 

wiraswasta yang dimiliki oleh masyarakat. Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan 
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ekonomi suatu negara terjadi apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi pada saat ini 

dibandingkan masa sebelumnya (Siregar et al., 2021). 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
Kondisi di mana hasil dari pembangunan suatu negara belum dapat dinikmati oleh rakyatnya 

secara merata disebut ketimpangan distribusi pendapatan (Chrisamba & Saraswati, 2016). 

Menurut Todaro (2011), ketimpangan distribusi pendapatan adalah belum meratanya pendapatan 

di seluruh kalangan masyarakat baik itu dalam bentuk kepemilikan individu, maupun 

kepemilikan faktor produksi.  

Tujuan distribusi pendapatan bukan hanya memperkecil kesenjangan sosial saja, tetapi juga 

memiliki beberapa tujuan, antara lain (Harmony, 2021): 

- Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Tidak ada masyatakat yang 

berada di bawah garis kesejahteraan; 

- Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. setiap masyarakat bisa memiliki 

hak untuk menikmati fasilitas negara; 

- Meminimalisir resiko kriminalitas terutama perampokan, penipuan, maupun pencucian 

uang. Masyarakat yang memiliki perbedaan distribusi pendapatan, besar kemungkinan 

melakukan tindak kejahatan, serta 

- Menumbuhkan rasa solidaritas dan sosia yang tinggi antar lapisan masyarakat.  

Mengukur Ketimpangan 

Menurut World Bank, ada dua cara untuk menghitung ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mula-mula golongkan penduduk menjadi 3 kategori, yaitu 40 persen penduduk 

berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen 

penduduk berpendapatan tinggi.  

a. Jika 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12 persen dari 

total pendapatan penduduk, artinya terjadi ketimpangan pendapatan tinggi.  

b. Jika 40 persen penduduk berpendapatan sedang menerima 12 sampai 17 persen dari 

total pendapatan penduduk, artinya ketimpangan pendapatan sedang.  
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c. Dan apabila 20 persen penduduk berpendapatan tinggi menerima kurang dari 17 

persen dari total pendapatan penduduk, artinya ketimpangan tinggi. 

2. Menggunakan Rasio Gini. Rasio Gini merupakan alat pengukuran ketimpangan 

berdasarkan kurva Lorenz dengan variabel pendapatan penduduk dan jumlah populasi 

penduduk. Nilai Rasio Gini adalah nol hingga satu. Apabila hasil Rasio Ggini 

menunjukkan mendekati satu maka ketimpangan tergolong tinggi. Pengukuran Rasio 

Gini oleh Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan pengeluaran.  

Kebijakan Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung 

Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dengan mempertimbangkan 

pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman 

yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta 

penyelamatan ekonomi nasional. 

Penetapan PP Nomor 23 Tahun 2020 memiliki dasar hukum, yaitu Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas 

sistem keuangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). 

Merujuk pada PP Nomor 23 Tahun 2020 tersebut, definisi program pemulihan ekonomi nasional 

(PEN) merupakan rangkaian kegiatan sebagai upaya pemulihan perekonomian nasional yang 

merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 

rangka mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi. 
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Dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 tersebut juga disebutkan bahwa tujuan Program PEN adalah 

untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pelaku Usaha 

dalam menjalankan usahanya. Prinsip pelaksanaan PEN adalah a) asas keadilan sosial, b) 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, c) mendukung pelaku usaha, d) menerapkan kaidah-

kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, 

adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, e) tidak menimbulkan moral 

hazard, dan f) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan 

kewenangan masing-masing. 

Hal yang dilakukan pemerintah untuk PEN pemerintah ini meliputi Penyertaan Modal Negara 

(PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan. Selain itu, pemerintah 

juga melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sumber dana program PEN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.02/2020 tentang 

Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) 

dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN meliputi beberapa sektor 

antara lain sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor dukungan sektoral 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sektor insentif usaha, sektor dukungan kepada 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor pembiayaan korporasi. 

Pembahasan 

Kondisi Perekonomian Terakhir Saat Pandemi 

Perekonomian Indonesia yang tercermin dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami fluktuasi 

antar kuartal dan antar tahun sejak tahun 2020. Seiring dengan pandemi yang di rasakan selama 

hampir dua tahun ini, telah membuat Indonesia semakin kuat untuk menghadapinya. Dapat 

dikatakan bahwa Indonesia mengalami resesi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.  

Akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat, geliat ekonomi mengalami penurunan. Namun 

apabila dibandingan secara year on year, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami 
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peningkatan sedikit demi sedikit. Hal tersebut tercermin dari laporan produk domestik bruto 

yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada kuartal II tahun 2021.  

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Q to Q) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021. 

Menurut Gambar 2, apabila dibandingkan triwulan 1-2021 pada triwulan 2-2021 ekonomi 

Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen secara quartal to quartal. Hal tersebut 

disinyalir akibat dari pemulihan setelah dihantam gelombang ke dua COVID-19 di Indonesia.  

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha secara year on year di triwulan 2-2021 

menunjukkan sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan 

berkontribusi sebesar 64,85 persen. Sektor yang paling besar yaitu transportasi dan perdagangan 

sebesar yang meningkat 25,10 persen, dan diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum 

sebesar 21,58 persen. Sektor pertanian merupakan pertumbuhan  PDB terendah pada triwulan 2-

2021 yaitu hanya 0,38 persen.  

Sektor transportasi tumbuh sebesar 25,10 persen pada triwulan 2-2021 secara year on year 

disebabkan karena adanya fenomena peningkatan pergerakan penumpang semua moda 

transportasi umum dan peningkatan bongkar muat ekspor dan impor. Berbagai moda transportasi 

mulai beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan. 

Selain itu, peningkatan masyarakat yang di vaksin juga mendorong transportasi. Pemerintah 

mewajibkan surat bukti vaksin bagi masyarakat yang hendak bepergian. Selain itu, harga tes 

rapid antigen juga diturunkan sehingga mobilitas masyarakat mengalami peningkatan. Di antara 

semua subsektor transportasi, peningkatan terjadi di subsektor angkatan udara. Hal tersebut 
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disebabkan ketika kuartal ke 2 tahun 2020 sejumlah penerbangan dinonaktifkan, dan tahun 2021 

hampir mendekati normal. 

Pertumbuhan ekonomi dari segi pengeluaran menunjukkan adanya peningkatan tertinggi dari 

sudut ekspor pada triwulan 2-2021 secara year on year. Secara keseluruhan, pertumbuhan 

ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi sebesar 84,93 persen PDB. 

Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2-2021 (Y-On-Y) Menurut Pengeluaran 

 

Sumber: Berita Resmi Statistik, 2021. 

Terlihat dari Gambar 3, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,93 persen apabila 

dibandingkan kuartal tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terjadi karena fenomena 

peningkatan nilai indeks keyakinan konsumen yang sebelumnya hanya 82,14 menjadi 104,42. 

Selanjutnya, ada peningkatan penjualan eceran sebesar 11,62 persen pada kelompok penjualan 

makanan, minuman, tembakau, sandang, suku cadang, dan akesoris, bahan bakar kendaraan, 

serta barang lainnya. Peningkatan juga terjadi pada jumlah penumpang angkutan rel, laut, dan 

udara. 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 7,54 persen. Hal tersebut disebabkan 

oleh adanya realisasi belanja modal APBN Triwulan 2-2021 tumbuh sebesar 45,56 persen bila 

dibandingkan belanja modal Triwulan 2-2020. Selain itu, investasi BKPM juga tumbuh 16,21 

persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan barang modal jenis kendaraan dipengaruhi 
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oleh peningkatan kendaraan domestik, dan hampir seluruh barang modal jenis peralatan lainnya 

mengalami pertumbuhan, baik yang berasal dari domestik maupun impor. Sementara, 

pertumbuhan barang modal jenis mesin, dipengaruhi oleh peningkatan seluruh jenis mesin, baik 

produk domestik maupun yang berasal dari impor.  

Selain itu, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 8,06 persen pada triwulan 2-2021 dibandingkan 

triwulan 2-2020. Hal tersebut disebabkan oleh fenomena peningkatan realisasi belanja barang 

dan jasa serta belanja pegawai APBN, yang masing-masing tumbuh sebesar 82,10 persen dan 

19,79 persen. Kenaikan tersebut berupa program pemerintah utuk vaksinasi, pengadaan medis, 

serta program pengendalian sosial pemerintah lainnya.  

Pada komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 31,78 persen pada 

triwulan 2-2021. Peningkatan tersebut terjadi karena fenomena pertumbuhan ekspor nonmigas 

pada komoditas bahan bakar mineral, besi dan baja, serta mesin/peralatan listrik. Sedangkan 

ekspor migas tumbuh seiring peningkatan nilai dan volume ekspor migas, serta peningkatan 

harga komoditas migas. Sebagian besar pertumbuhan ekspor terjadi karena adanya peningkatan 

perekonomian pada sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia, seperti India, Amerika 

Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Singapura (BPS, 2021). 

Segi impor barang dan jasa juga tumbuh sebesar 31,22 persen pada triwulan 2-2021. 

Pertumbuhan tersebut disinyalir karena adanya peningkatan impor komoditas mesin-

mesin/pesawat mekanik; mesin/peralatan listrik, besi dan baja, serta plastik dan barang dari 

plastik. Pertumbuhan impor migas sejalan dengan adanya peningkatan nilai dan volume impor 

migas. Sedangkan impor jasa tumbuh seiring dengan meningkatnya jasa angkutan untuk impor 

barang.  

Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan 2-2021 masih didominasi oleh 

kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,92 

persen. Disusul kemudian Pulau Sumatera yang berkontribusi sebesar 21,73 persen. Meskipun 

demikian, apabila ditinjau dari prespektif pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2-2021, daerah 

yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 8,75 

persen secara year-on-year. 
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Paparan data dari Badan Pusat Statistik tersebut juga menunjukkan ketidakmerataan PDB. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya di dominasi oleh pulau-pulau yang memiliki 

kepadatan penduduk yang tinggi seperti Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.  

Hasil data pertumbuhan komponen ekonomi tersebut merupakan salah satu hasil dari upaya 

pemulihan ekonomi selama satu tahun terakhir. Pemulihan ekonomi nasional yang bersumber 

dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional (APBN) sudah mencapai setengah dari total 

yang disediakan.  

Berdasarkan data yang telah ditemukan, dapat dianalisis bahwa pertumbuhan ekonomi di masa 

awal terjadinya pandemi berangsur membaik. Selain dikarenakan oleh kebijakan pemerintah 

yang dilakukan, tetapi juga karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan 

penerapan protokol kesehatan. Apabila kondisi ini tetap dipertahankan, maka pemulihan 

ekonomi yang digagas dapat diwujudkan. Kewaspadaan tetap perlu dilakukan mengingat 

pandemi COVID-19 sudah memasuki penghujung tahun yang diprediksi akan menimbulkan 

COVID-19 gelombang ketiga. 

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Kebijakan fiskal dilakukan untuk menguatkan perekonomian baik pusat dan daerah agar tetap 

bersinergi. Sekarang ini, pertumbuhan inklusif adalah bagian dari tujuan pembangunan. 

Pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada output, 

tetapi juga dampak dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi (Salma Nazikha & Rahmawati, 

2021).  

Penelitian Nazikha (2021) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan 

kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia menyebutkan bahwa baik 

desentralisasi fiskal maupun kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan, elastisitas fiskal tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan inklusif.  

Penelitian yang dilakukan Patnasari (2015) tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia menemukan hasil bahwa penerimaan migas dan perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan pengeluaran pemerintah 

dan penerimaan perpajakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 
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Berdasarkan penelitian-penelitan yang telah dilakukan tersebut, kebijakan pemerintah untuk 

menangulangi COVID-19 melalui kebijakan fiskal dapat mempercepat pemulihan ekonomi 

nasional. Tentunya, pelaksanaannya perlu dipantau dengan baik. Pertumbuhan secara inklusif 

yang dapat dirasakan secara menyeluruh adalah wujud dari tujuan pembangunan.  

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional  
Sejauh ini, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai 53,2 persen 

dari total Rp744,77 Trilliun untuk berbagai sektor target. Dilansir dari situs web resmi 

pemerintah mengenai informasi COVID-19, data terakhir pada 17 September 2021 menunjukkan 

realisasi anggaran perlindungan sosial menjadi yang utama.  

Pada kuartal III 2021, realisasi klaster kesehatan sudah mencapai Rp97,28 T, atau sebesar 45,3 

persen dari pagu yaitu Rp214,96 T. Sejak awal, klaster kesehatan merupakan anggaran yang 

paling besar. Dana tersebut direalisasikan untuk vaksinasi, tenaga kesehatan, alat tes, dan 

penyaluran insentif ke tenaga kesehatan daerah.  

Klaster dukungan UMKM dan koperasi hingga 17 September 2021 sudah terealisasi sebesar 

Rp68,35 triliun atau sejumlah 42,1 persen dari pagu Rp162,4 triliun. Klaster Insentif Usaha 

mencapai realisasi anggaran sebesar Rp57,92 T (92,2% dari pagu Rp 62,83 T). Klaster Program 

Prioritas Rp59,51 T (50,5% dari pagu Rp117,94 T). 

Klaster realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp112,87 T atau 60,% persen dari Pagu 

Rp186,64 T. Realisasi tersebut digunakan untuk Kartu Prakerja yang sudah menyalurkan insentif 

sebesar Rp7,3 triliun untuk 3,8 juta penerima. Selain itu, bantuan subsidi upah (BSU) sudah 

dicairkan kepada 4,61 juta pekerja yang masing-masing mendapatkan Rp1juta per orang. 

Sementara, untuk pelaku usaha mikro juga sudah direalisasikan mencapai Rp15,25 triliun untuk 

12,71 juta pelaku usaha mikro. 

Analisis lain selain menggunakan anggaran program pemulihan ekonomi nasional adalah dengan 

memberikan insentif pajak. Marlinah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Memanfaatkan 

Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional” mengemukakan 

bahwa program pemulihan ekonomi nasional diharapkan mampu berjalan sesuai tujuannya. 

Salah satunya adalah insentif pajak. Tujuan pemberian insentif pajak untuk UMKM agar sektor 

usaha dapat memiliki ruang untuk bergerak di tengah kondisi pandemi COVID-19.  
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Soleha (2020) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa dampak pandemi terhadap UMKM 

adalah sebanyak 63,9 persen mengalami penurunan omzet. Kebijakan pemerintah diantaranya 

adalah bantuan sosial kepada UMKM, kebijakan bunga dan penundaan kepada cicilan. Selain 

itu, memudahkan administrasi untuk peminjaman ke bank.  

Berdasarkan sisi pertanian, Christianto, Ashar, & Manzilati (2017) menuliskan dampak pandemi 

COVID-19 terhadap produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, serta program PEN untuk 

mendorong produktivitas. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pandemi memiliki dampak negatif 

terhadap produktivitas tenaga kerja. Program PEN mendukung produktivitas tenaga kerja 

melalui pemberian bantuan pengembangan kapasitas tenaga kerja sektor pertanian melalui 

bantuan sosial (bansos). 

Realisasi program pemulihan ekonomi nasional berangsur sudah dilaksanakan. Namun, 

Pembagian realisasi menurut sektor belum mencapai 50 persennya dari total anggaran. 

Pembagian tersebut juga hanya berupa stimulus-stimulus ekonomi. Dampaknya sudah mulai 

dirasakan oleh para pelaku UMKM. Penyaluran kepada pelaku ekonomi seperti UMKM dapat 

mempercepat pemulihan ekonomi karena UMKM merupakan lini terkecil penggerak roda 

perekonomian.  

Ketimpangan Pendapatan 
Pembahasan tentang ketimpangan menggunakan asumsi bahwa pendapatan masyarakat 

dicerminkan dengan kemampuannya melakukan transaksi. Hal tersebut merupakan pilihan yang 

diambil oleh BPS untuk memaksimalkan penghitungan. Masyarakat cenderung tidak ingin 

menyampaikan secara pasti berapa pendapatan yang ia peroleh dalam satu bulannya. Namun, 

pengeluaran dapat mencerminkan kemampuan untuk mengonsumsi barang dan jasa (Syawie, 

2013).  

Berdasarkan Gambar 4, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ketimpangan 

pendapatan dari segi pengeluaran didominasi oleh 20 persen orang berpendapatan teratas. Grafik 

warna hijau menunjukkan distribusi pengeluaran penduduk Indonesia di wilayah desa, warna 

biru menunjukkan distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia di wilayah kota, dan warna 

merah muda merupakan total keduanya.  
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Gambar 4. Distribusi Pengeluaran Pendududk Indonesia (Maret 2021) 

 

Sumber: Data BPS, diolah oleh Katadata (2021). 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa data terakhir pada bulan Maret 2021 presentase 

pengeluaran kelompok 40 persen terbawah sebesar 17,76 persen. Terjadi penurunan apabila 

dibandingkan dengan bulan Maret 2020 yang sebesar 17,73 persen. Berdasarkan kriteria Bank 

Dunia, presentase tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan yang rendah.  

Gambar 5. Perkembangan Rasio Gini Indonesia 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021. 
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Berdasarkan angka Rasio Gini pada Gambar 5, tingkat ketimpangan ekonomi penduduk 

Indonesia masih lebar akibat COVID-19 yang sebesar 0,384. Ketimpangan ekonomi selalu ada 

walaupun hanya turun sebesar 0,001 dari bulan September 2020. Pada bulan Maret 2020, pasca 

terjadinya pandemi di Indonesia, Rasio Gini meningkat 0,8 persen dari 0,381.  

Ketimpangan di kota lebih tinggi dari ketimpangan di desa. Ketimpangan di perkotaan 

mengalami tren yang semakin meningkat yaitu pada bulan Maret 2020 sebesar 0,399 kemudian 

0,401 pada bulan Maret 2021. Sementara ketimpangan di desa mengalami penurunan dari 0,317 

pada bulan Maret 2020 menjadi 0,315 pada bulan Maret 2021.  

Direktur Program INDEF, Esther Sri mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi di perkotaan 

disebabkan oleh banyaknya kasus PHK yang terjadi, sehingga membuat pekerja tidak lagi 

memiliki pendapatan. Sedangkan, di pedesaan penduduknya sebagian besar sebagai petani 

sehingga dampaknya tidak terlalu besar terhadap pendapatannya (CNBC Indonesia, 18-08-2021). 

Penelitian terkait ketimpangan dan kebijakan fiskal sudah dilakukan oleh Santoso & Mukhlis 

(2021). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, foreign 

direct investmen (FDI) dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada 

masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Hasil menyebutkan bahwa variabel Dana Alokasi 

Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.  

Meskipun realisasi pemulihan ekonomi sudah berjalan hampir setahun dan mengalami 

peningkatan, berdasarkan temuan-temuan studi literatur, hal ini belum membuat perubahan yang 

berarti terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat 

berusaha lebih keras dalam pemerataan pendapatan, terutama untuk membangkitkan kembali 

usahanya. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan pekerjaan kembali atau menggunakan pilihan 

lain seperti berwirausaha. Hal yang menimpa sebagian besar masyarakat terutama di kota 

tersebut juga menyebabkan fluktuasi terhadap kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di era 

pandemi. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 
Berdasarkan data-data tersebut, berikut beberapa kesimpulan terkait ketimpangan dan pemulihan 

ekonomi nasional. Pertama, penyelenggaraan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

mengalami peningkatan untuk nominalnya. Realisasi pada setiap tangkai alokasi juga sudah 

dirasakan oleh masyarakat. Pemaksimalan alokasi tersebut hingga tulisan ini diterbitkan, ada 

perubahan berdasarkan data statsitik yang diterbitkan pemerintah.  

Program PEN yang dikelola secara maksimal dapat memberikan hasil yang maksimal juga. Hal 

tersebut juga dikarenakan oleh pemfokusan realisasi anggaran terhadap masalah yang saat ini 

dihadapi. Misalnya pada tahun 2021, anggaran difokuskan pada sektor kesehatan untuk 

pembelian alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian di triwulan ke 

2, anggaran tersebut difokuskan kepada pengendalian sosial dan perhatian terhadap 

kesejahteraan pelaku ekonomi.  

Berdasarkan data statistik dan grafik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara tidak langsung antara realisasi anggaran PEN dan 

ketimpangan. Ketimpangan pengeluaran di Indonesia semenjak tahun 2013 menunjukkan 

pengeluaran masyarakat yang semakin merata. Namun, ketika pandemi melanda, tentunya tren 

ketimpangan mengalami kenaikan. 

Kondisi ketimpangan pendapatan maupun pengeluaran tentunya berbeda dari sebelum dan 

sesudah pandemi. Dikaitkan dengan kebijakan fiskal, ketimpangan setelah pandemi 

mengakibatkan perubahan pada proporsi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).  

Kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia. 

Pertama, perlu adanya penyelarasan dan penajaman oleh Kementerian Keuangan bidang 

Penganggaran dalam rangka penyaluran bantuan yang pasti dari pemerintah pusat ke 

pemerintahan daerah. Seragamnya informasi dapat membuat penyaluran bantuan baik langsung 

maupun tidak langsung menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. 

Kedua, perlu adanya percepatan belanja pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, untuk program pemberian stimulus ekonomi dan 

belanja daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan 
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kerja yang seluas-luasnya. Hal tersebut akan mengurangi ketimpangan dan menambah 

pemerataan. Desentralisasi fiskal yang maksimal akan membawa Indonesia menuju pemerataan 

pendapatan. Hal tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Ketiga, Bank Indonesia perlu memaksimalkan dan mengkaji ulang kebijakan relaksasi kredit 

kepada bank umum agar pelaku UMKM dan masyarakat dapat dengan mudah mengajukan kredit 

tanpa birokrasi dan administrasi berbelit. Hal tersebut menumbuhkan kebebasan kepada 

masyarakat sehingga masyarakat dapat memilih usaha yang akan ia lakukan tanpa membuat 

masyarakat mengalami keberatan apabila mengajukan pinjaman.  
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